SALINAN

BUPATI SERUYAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SERUYAN

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
serta untuk menyesuaikan dinamika perubahan
peraturan perundang-undangan sehingga Peraturan
Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah  Daerah  perlu dilakukan
perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan
Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keunangan Antara Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonsesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana  Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka
Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6622);



18.

19.

20.
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22.

23.
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25.
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27.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum
(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018
Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Seruyan Nomor 69);

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun
2020 Nomor 34, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten
Seruyan Nomor 68);

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susuanan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun
2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Seruyan Nomor 76);

Peraturan Bupati Seruyan Nomor 56 Tahun 2021
tentang Kabijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 56);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

(1) Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati
Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2021 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

a.

Ketentuan Kebijakan Akuntansi Nomor 3 Huruf O
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diubah,
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini;

Ketentuan Kebijakan Akuntansi Nomor 4
sebagaimana  tercantum = dalam = Lampiran I
ditambahkan Huruf R, sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini;

Ketentuan Kebijakan Akuntansi Nomor 5 Huruf O
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diubah,
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini;

Ketentuan Kebijakan Akuntansi Nomor 6 Huruf D
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diubah,
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini;

Ketentuan Kebijakan Akuntansi Nomor 8 Huruf E
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diubah,
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini; dan

Ketentuan Kebijakan Akuntansi Nomor 19 Huruf U
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diubah,
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan Kebijakan Akuntansi Lampiran II Nomor 2
Batasan Minimal Kapitalisasi diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 9 Februari 2023

BUPATI SERUYAN,
ttd
YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 9 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,

ttd

DJAINUDDIN NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2023 NOMOR 5



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN SERUYAN

Ketentuan Kebijakan Akuntansi Nomor 3 Huruf O Format Laporan Realisasi
Anggaran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

O. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

67. Entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi SKPKD menyajikan
Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran disajikan
bulanan, semesteran dan tahunan. Laporan ini menyajikan informasi
realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus dan defisit, pembiayaan
dan sisa lebih (kurang) pembiayaan daerah.

68. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran entitas akuntansi SKPD
disajikan dalam tabel sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian Anggaran | Realisasi | % | Realisasi

PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-Lain PAD yang Sah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA
BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Bunga

- Belanja Subsidi

- BelanjaHibah

- Belanja Bantuan Sosial

Jumlah Belanja Operasi

BELANJA MODAL
Belanja Tanah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal Aset Lainnya
- Belanja Aset Tidak Berwujud




Uraian

Anggaran

Realisasi | % | Realisasi

Jumlah Belanja Modal

JUMLAH Belanja

SURPLUS/DEFIST

70. Contoh format Laporan Realisai Anggaran entitas akuntansi SKPKD

disajikan dalam tabel sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

SKPKD ..........

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian

Anggaran

Realisasi | % | Realisasi

PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

PENDAPATAN TRANSFER

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA
PERIMBANGAN

Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus - Fisik

Dana Alokasi Khusus - Non Fisik

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA

Dana Insentif Daerah
Dana Otonomi Khusus

Dana Keistimewaan
Dana Desa

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
Pendapatan Bagi Hasil
Bantuan Keuangan

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah

Total Pendapatan Transfer

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan dana Darurat

Pendapatan Lainnya

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah




Uraian

Anggaran

Realisasi

%

Realisasi

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA DAERAH

BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Jumlah Belanja Operasi

BELANJA MODAL

Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya
- Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

Jumlah Belanja Modal

BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga
Jumlah Belanja Tak Terduga

BELANJA TRANSFER

Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten /Kota
kepada Desa

Jumlah Belanja Transfer
JUMLAH BELANJA
SURPLUS DEFISIT

PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SiLPA
Pencairan Dana Cadangan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat

Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan Pembiayaan Lainnya

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
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Uraian

Anggaran

Realisasi | % | Realisasi

Pembayaran Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat

Pembayaran Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain
Pembayaran Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pembayaran Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)
Pemberian Pinjaman Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

PEMBIAYAAN NETTO

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

72. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah disajikan

dalam tabel sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian

Anggaran

Realisasi | % | Realisasi

PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

Lain-lain PAD yang Sah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah

PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA
PERIMBANGAN

Dana Bagi Hasil

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus — Fisik
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
Dana Insentif Daerah

Dana Otonomi Khusus

Dana Keistimewaan

Dana Desa

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH

Pendapatan Bagi Hasil

Bantuan Keuangan

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah

Total Pendapatan Transfer

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
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Uraian

Anggaran

Realisasi

%

Realisasi

Pendapatan Hibah
Pendapatan dana Darurat

Pendapatan Lainnya

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA DAERAH
BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial
Jumlah Belanja Operasi

BELANJA MODAL
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
Jumlah Belanja Modal

BELANJA TAK TERDUGA

Belanja Tak Terduga
Jumlah Belanja Tak Terduga

BELANJA TRANSFER
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau

Kabupaten /Kota kepada Desa
Jumlah Belanja Transfer

JUMLAH BELANJA
SURPLUS DEFISIT

PEMBIAYAAN DAERAH

PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SiLPA

Pencairan Dana Cadangan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat

Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan Pembiayaan Lainnya

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
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Uraian Anggaran

Realisasi

% | Realisasi

Pembayaran Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat
Pembayaran Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain
Pembayaran Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Pembayaran Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pembayaran Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)
Pemberian Pinjaman Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

PEMBIAYAAN NETTO

FORMAT LAPORAN ARUS KAS

60. Contoh format laporan arus kas disajikan sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
LAPORAN ARUS KAS

Ketentuan Kebijakan Akuntansi Nomor 4 ditambah Huruf R Format Laporan
Arus Kas yang berbunyi sebagai berikut:

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian

20X1

20X0

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

ARUS MASUK KAS

Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah
Penerimaan Dana Bagi Hasil

Penerimaan Dana Alokasi Umum

Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik
Penerimaan Dana Insentif Daerah
Penerimaan Dana Otonomi Khusus
Penerimaan Dana Keistimewaan

Penerimaan Dana Desa

Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi

Penerimaan Bantuan Keuangan
Penerimaan Hibah

Penerimaan Dana Darurat

Penerimaan dari Pendapatan Lainnya

Jumlah Arus Masuk Kas

ARUS KELUAR KAS

Pembayaran Pegawai

Pembayaran Barang dan Jasa
Pembayaran Bunga

pembayaran Subsidi

Pembayaran Belanja Hibah
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial
Pembayaran Tak Terduga

Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota

Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
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Uraian

20X1

20X0

Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota
kepada Desa

Jumlah Arus Keluar Kas

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
ARUS MASUK KAS
Pencairan Dana Cadangan

Penjualan atas Tanah

Penjualan atas Peralatan dan Mesin
Penjualan atas Gedung dan Bangunan
Penjualan atas Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Penjualan Aset Tetap Lainnya

Penjualan Aset Lainnya
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen

Jumlah Arus Masuk Kas

ARUS KELUAR KAS
Pembentukan Dana Cadangan

Perolehan Tanah

Perolehan Peralatan dan Mesin
Perolehan Gedung dan Bangunan
Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Perolehan Aset Tetap Lainnya

Perolehan Aset Lainnya
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen
Jumlah Arus Keluar Kas

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

ARUS MASUK KAS
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat

Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Jumlah Arus Masuk Kas

ARUS KELUAR KAS
Pembayaran Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat

Pembayaran Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain
Pembayaran Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pembayaran Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)

Pemberian Pembiayaan Lainnya

Jumlah Arus Keluar Kas

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS
ARUS MASUK KAS
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumlah Arus Masuk Kas
ARUS KELUAR KAS
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Uraian

20X1

20X0

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Jumlah Arus Keluar Kas

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Kenaikan/Penurunan Kas

Saldo Awal Kas
Saldo Akhir Kas

Ketentuan Nomor 5 Huruf O Peraturan Bupati Seruyan Nomor 56 Tahun 2021

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

O. FORMAT LAPORAN OPERASIONAL

58. Contoh format Laporan Operasional SKPD adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

SKPD
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah

Uraian

20X1

20X0

Kenaikan/
Penurunan

%

KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
JUMLAH PENDAPATAN

BEBAN
BEBAN OPERASI

Beban Pegawai

Beban Barang dan Jasa
Beban Bunga

Beban Subsidi

Beban Hibah

Beban Bantuan Sosial

Beban Penyisihan Piutang
Beban Lain-Lain
Jumlah Belanja Operasi

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Beban Penyusutan Aset Lainnya
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi

JUMLAH BEBAN

SURPLUS/DEFIST LO
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59. Contoh format Laporan Operasional SKPKD adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
SKPKD ..........
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Kenaikan/

Uraian 20X1 20X0
Penurunan

%

KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

Lain-lain PAD yang Sah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah

PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -
DANA PERIMBANGAN

Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus — Fisik

Dana Alokasi Khusus - Non Fisik
Jumlah Pendapatan Transfer Dana
Perimbangan

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -
LAINNYA

Dana Insentif Daerah
Dana Otonomi Khusus
Dana Keistimewaan

Dana Desa
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
- Lainnya

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH

Pendapatan Bagi Hasil

Bantuan Keuangan
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah

Total Pendapatan Transfer

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN

BEBAN
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Uraian

20X1

20X0

Kenaikan/
Penurunan

%

BEBAN OPERASI
Beban Pegawai
Beban Barang dan Jasa
Beban Bunga
Beban Subsidi

Beban Hibah
Beban Bantuan Sosial
Beban Penyisihan Piutang
Beban Lain-Lain

Jumlah Beban Operasi

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Beban Penyusutan Aset Lainnya

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi

BEBAN TRANSFER
Beban Bagi Hasil

Beban Bantuan Keuangan
Jumlah Belanja Transfer

BEBAN TAK TERDUGA

Beban Tak Terduga
Jumlah Belanja Tak Terduga

JUMLAH BEBAN

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

SURPLUS NON OPERASIONAL
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non
Lancar

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus Non Operasional

DEFISIT NON OPERASIONAL
Defisit Penjualan /Pertukaran /Pelepasan Aset Non
Lancar
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Defisit Non Operasional

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI
KEGIATAN NON OPERASIONAL

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR
BIASA

POS LUAR BIASA
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Kenaikan/

Uraian 20X1 20X0
Penurunan

%

PENDAPATAN LUAR BIASA

Pendapatan Luar Biasa

Jumlah Pendapatan Luar Biasa

BEBAN LUAR BIASA

Beban Luar Biasa

Jumlah Beban Luar Biasa
POS LUAR BIASA

SURPLUS/DEFISIT LO

60. Contoh format Laporan Operasional PEMDA (konsolidasian) adalah sebagai
berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Kenaikan/

Uraian 20X1 20X0
Penurunan

%

KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

Lain-lain PAD yang Sah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah

PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -
DANA PERIMBANGAN

Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus — Fisik

Dana Alokasi Khusus - Non Fisik
Jumlah Pendapatan Transfer Dana
Perimbangan

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -
LAINNYA

Dana Insentif Daerah
Dana Otonomi Khusus
Dana Keistimewaan

Dana Desa
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
- Lainnya

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH

Pendapatan Bagi Hasil

Bantuan Keuangan
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Uraian

20X1

20X0

Kenaikan/
Penurunan

%

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah

Total Pendapatan Transfer

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat

Pendapatan Lainnya

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN

BEBAN
BEBAN OPERASI
Beban Pegawai
Beban Barang dan Jasa
Beban Bunga
Beban Subsidi

Beban Hibah

Beban Bantuan Sosial
Beban Penyisihan Piutang
Beban Lain-Lain

Jumlah Beban Operasi

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Beban Penyusutan Aset Lainnya

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi

BEBAN TRANSFER
Beban Bagi Hasil

Beban Bantuan Keuangan
Jumlah Belanja Transfer

BEBAN TAK TERDUGA

Beban Tak Terduga
Jumlah Belanja Tak Terduga

JUMLAH BEBAN

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

SURPLUS NON OPERASIONAL
Surplus Penjualan /Pertukaran /Pelepasan Aset Non
Lancar
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus Non Operasional
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Uraian

20X1

20X0

Kenaikan/
Penurunan

%

DEFISIT NON OPERASIONAL
Defisit Penjualan /Pertukaran /Pelepasan Aset Non
Lancar

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Defisit Non Operasional

JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI
KEGIATAN NON OPERASIONAL

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS
LUAR BIASA

POS LUAR BIASA

PENDAPATAN LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa

Jumlah Pendapatan Luar Biasa

BEBAN LUAR BIASA
Beban Luar Biasa
Jumlah Beban Luar Biasa
POS LUAR BIASA

SURPLUS/DEFISIT LO

Ketentuan Kebijakan Akuntansi Nomor 6 Huruf D Struktur Laporan Perubahan

Ekuitas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

D. STRUKTUR LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
7. Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Seruyan.

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

SKPD/SKPKD/PEMERINTAH DAERAH

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian

20X1

20X0

Ekuitas Awal
Surplus/Defisit LO

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:

Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain-Lain

Ekuitas Akhir
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Ketentuan Kebijakan Akuntansi Nomor 8 Huruf E Susunan Catatan Atas
laporan Keuangan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

E. SUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

65. Contoh format CALK entitas akuntansi SKPD sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

PENDAHULUAN

BAB I Pendahuluan
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan SKPD
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
BAB II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB III Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan
3.1 pemerintah daerah
3.1.1 Pendapatan — LRA
3.1.2 Belanja
3.1.3 Pendapatan — LO
3.1.4 Beban
3.1.5 Aset
3.1.6 Kewajiban
3.1.7 Ekuitas Dana

Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan

penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan

penerapan Dbasis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang
3.2 menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah

BAB IV Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD
BAB V Penutup

66. Contoh format CALK entitas akuntansi SKPKD sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

PENDAHULUAN

BAB I Pendahuluan
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan SKPD

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD



21

BAB II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB III Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah

Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan
3.1 pemerintah daerah

1.7 Kewajiban

3.1.1 Pendapatan — LRA
3.1.2 Belanja

3.1.3 Pembiayaan

3.1.4 Pendapatan — LO
3.1.5 Beban

3.1.6 Aset

3

3

.1.8 Ekuitas Dana

Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang
3.2 menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
BAB IV Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPKD

BAB V Penutup

67. Contoh format CALK Pemerintah Daerah (konsolidasian) sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

PENDAHULUAN
BAB 1 Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan SKPD
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
BAB II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
2.1 Ekonomi makro
2.2 Kebijakan keuangan
2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB IV Kebijakan akuntansi

4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah
Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah

4.2 daerah

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah
4.3 daerah
4.4

Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
pemerintah daerah

BABV Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan
5.1 pemerintah daerah
5.1.1 Pendapatan — LRA
5.1.2 Belanja
5.1.3 Pembiayaan
5.1.4 Pendapatan — LO
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5.1.5 Beban

5.1.6 Aset

5.1.7 Kewajiban
5.1.8 Ekuitas Dana

Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang
5.2 menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
BAB VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah

BAB VII Penutup

Ketentuan Kebijakan Akuntansi Nomor 19 Huruf U Penyusutan Dan Akumulasi
Penyusutan Aset Tetap diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

U. PENYUSUTAN DAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP
Pengukuran Penyusutan Aset Tetap

127. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca
berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga disusutkan sebagaimana
layaknya Aset Tetap.

128. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan
sebagai Aset Lainnya berupa:

b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah
diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

BUPATI SERUYAN,
ttd
YULHAIDIR
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN SERUYAN

Ketentuan Kebijakan Akuntansi Lampiran II Nomor 2 Batasan Minimal
Kapitalisasi diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

2. Batasan Minimal Kapitalisasi

Jumlah Harga
No. Uraian Lusin/Set/Satuan
(Rp)

1 Tanah 1
2 Peralatan dan Mesin
2.1 Alat Besar 5.000.000
2.2 Alat Angkutan 1.500.000
2.3 Alat Bengkel dan Alat Ukur 1.000.000
2.4 Alat Pertanian 1.000.000
2.5 Alat Kantor dan Rumah Tangga

- Alat-alat Kantor 1.000.000

- Alat-alat Rumah Tangga 1.000.000
2.6 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 1.000.000
2.7 Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.000.000
2.8 Alat Laboratorium 1.000.000
2.9 Alat Persenjataan 1.000.000
2.10 | Komputer 1.000.000
2.11 | Alat Eksplorasi 1.000.000
2.12 | Alat Pengeboran 1.000.000
2.13 | Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian 1.000.000
2.14 | Alat Bantu Eksplorasi 1.000.000
2.15 | Alat Keselamatan Kerja 1.000.000
2.16 | Alat Peraga 1.000.000
2.17 | Peralatan Proses/Produksi 1.000.000
2.18 | Rambu-rambu 1.000.000
2.19 | Peralatan Olah Raga 1.000.000
3 Gedung dan Bangunan
3.1 Bangunan Gedung 25.000.000
3.2 Monumen 10.000.000
3.3 Bangunan Menara 25.000.000
3.4 Tugu Titik Kontrol/Pasti 10.000.000
4 Jalan, Jaringan dan Irigasi
4.1 Jalan dan Jembatan 1
4.2 Bangunan Air 1
4.3 Instalasi 1
4.4 Jaringan 1
5 Aset Tetap Lainnya
S.1 Bahan Perpustakaan 1
5.2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 1
5.3 Hewan 1.000.000
5.4 Biota Perairan 1.000.000
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3.5 Tanaman 1.000.000
5.6 Barang Koleksi Non Budaya 1
5.7 Aset Tetap dalam Renovasi 25.000.000
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

6.1 Konstruksi Dalam Pengerjaan 1

BUPATI SERUYAN,
ttd
YULHAIDIR




